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TAHUN ANGGARAN 2OO8

BUPAT! MUSI RAWAS,

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal9 Peraturan Daerah Nomor

21 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2008; l

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat ll dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33'12) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1997 Nomo r 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor SAAA); (
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6.

7.

undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 42861;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 20o4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OQ/- tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik tndonesia Tahun 20M Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor  a00);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OQ/. tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20u tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48441;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20o4. tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Oo4', Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Paiak Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 38);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2@1 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedtdukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Elewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20&l

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 416) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2fi)7 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Piniaman

Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Nomor a574;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2fi)5

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor a575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2008

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2008

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2008;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

MusiRawas.

22. Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 651./KPTSrul/2009

tanggal 25 September 2009 tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
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ll

Menetapkan

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah RP.

b. Dana Perimbangan RP.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.

Jumlah Pendapatan

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

3.

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2). Belanja Bunga

3). Belanja Subsidi

4). Belanja Hibah

5). Belanja Bbntuan Sosial

6). Belanja Bagi Hasil

7). Belanja Bantuan Keuangan

8). Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan:

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

31.877.920.415,70

920.147.262.967,00

0,00

Rp. 293.61 7 .162.228,10

Rp. 245.91 0.941 .986,05

Rp. 23.055.907,05

Rp. 10.624.298.000,00

Rp. 1.200.000.000,00

Rp. 6.642.927.500,00

Rp. 363.514.835.00

Rp. 27.766.900.000,00

Rp. 1.085.524.000,00

Rp. 639.641 .932.662,50

Rp. 42.918.287.131,00

Rp. 1 49.940.01 4.476,50

Rp. 446.783.631 .055,00

138.778.912.453,05

1.194.232.629,70

Rp. 952.025.183.382,70

Rp. 933.259.094. 890,60

Rp. 18.766.088.492,10

Rp 137.584.679.823,35

Rp 156.350.768.315,00

Rp.

Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
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Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran I Peraturan BupatiMusi Rawas ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut

ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum

dalam Lampiran ll Peraturan BupatiMusi Rawas ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Rawas ini

Pasal 6

Peraturan BupatiMusi Rawas ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi

Rawas inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten MusiRawas

Ditetapkan di Lubuk Linggau

padatanggal 29-9-2009

Diundangkan di Lubuk Linggau

pada tanggal 29 -9l2ffig
SEKRETARIS KABUP TEN TUSI RAWAS

SEI\iEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OO9

NOMOR 1 1
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RAVI'AS,


